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Abstrak 

 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yang berjumlah 32 SKPD. 
Sampel penelitian melibatkan 90 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) dan 
penggunaan teknologi informasi (X4) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, variabel sistem pengendalian internal (X2) dan 
penerapan standar akuntansi pemerintahan (X3) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan 
secara parsial. Secara simultan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, 
penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penggunaan teknologi informasi terbukti 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi.  
 
Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan, 
Teknologi Informasi, Kualitas LKPD  
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PENDAHULUAN 

 
Selama lima tahun terakhir, jumlah kasus korupsi di Indonesia menunjukkan 

peningkatan yang signifikan, dengan lonjakan besar pada tahun 2023 yang mencatatkan 
791 kasus dan melibatkan 1.695 tersangka. Namun, potensi kerugian negara mengalami 
penurunan, dari Rp 42,7 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 28,4 triliun pada tahun 2023. Hal 
ini menunjukkan adanya pengurangan dampak finansial dari praktik korupsi (ICW, 2024). 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara mengungkapkan hasil 
audit laporan keuangan pemerintah daerah untuk semester pertama 2023. Audit ini 
menghasilkan 665 temuan, dengan 174 masalah terkait kelemahan sistem pengendalian 
internal dan 491 masalah lainnya yang berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap 
peraturan, dengan total nilai mencapai Rp 195,66 miliar. Di tengah temuan tersebut, 
Pemerintah Kota Tebing Tinggi patut mendapat pujian atas keberhasilannya 
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-
turut sejak 2018. Kualitas laporan keuangan yang baik sangat penting untuk pengambilan 
keputusan yang akurat dan akuntabel. Menurut Daerlen et al. (2022), ada empat faktor 
utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu 
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komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian 
internal, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Namun, beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Safitri & Zulkarnain (2021) 
serta Isnaen & Albastiah (2021), menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak selalu 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, SPI juga 
memegang peranan penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan. Harahap & 
Erlina (2024) dan Kuntadi et al. (2022) menekankan bahwa efektivitas SPI, apabila didukung 
oleh penerapan SAP yang konsisten, memiliki dampak besar terhadap transparansi dan 
akurasi laporan keuangan pemerintah daerah. SAP memberikan pedoman yang terstruktur 
untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. Meskipun demikian, studi Mahartini et al. 
(2021) dan Kaifah & Tryana (2020) menemukan bahwa penerapan SPI dan SAP belum 
selalu mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan secara konsisten. Temuan ini 
menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menggali faktor-faktor lain yang 
memengaruhi efektivitas implementasi SPI dan SAP. 

Pemanfaatan teknologi informasi juga dianggap memberikan kontribusi signifikan 
dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Harahap & Erlina (2024) 
menyatakan bahwa teknologi informasi dapat memperkuat SPI sekaligus meningkatkan 
transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. 

TINJAUAN PUSTAKA 
Teori Atribusi (Atribution Theory) 
Teori ini diperkenalkan oleh Heider (1958) dan menjelaskan bagaimana individu 
memahami penyebab dari suatu perilaku. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh 
faktor internal seperti kemampuan, pengetahuan, dan usaha, serta faktor eksternal yang 
memengaruhi keputusan atau tindakan mereka (Malle, 2013). 
Teori Kecurangan (Fraud Theory) 
Dalam konteks akuntansi, fraud merujuk pada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku dan dilakukan dengan niat untuk menipu (IAI, 2001). Menurut 
ACFE (2012), fraud adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan untuk 
keuntungan pribadi atau kelompok. Fraud dapat dipahami melalui fraud triangle Cressey 
(1953), yang mencakup tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Teori GONE (Bologna, 
1993) menambahkan keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan sebagai 
faktor pendukung yang memengaruhi terjadinya kecurangan. 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

1. Laporan Keuangan: Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu 
entitas pada akhir periode tertentu (Harahap, 2018). Laporan ini memberikan 
informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan selama periode tersebut 
(Pramudita et al., 2024). 

2. Kualitas Laporan Keuangan: Kualitas laporan keuangan mencerminkan kinerja suatu 
entitas dan membantu dalam pengawasan serta pengendalian manajemen 
(Bushman et al., 2004). Dengan sistem akuntansi yang baik dan staf yang terampil, 
laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar yang 
berlaku dan relevan. 

3. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, laporan keuangan daerah mencakup hak, 
kewajiban, dan aset daerah yang dapat diukur dalam bentuk uang. Pengelolaan 
keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, efektif, dan efisien, sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 

4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus 
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memenuhi empat kriteria utama: relevansi, keandalan, kemampuan untuk 
dibandingkan, dan kemudahan untuk dipahami. 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 
Kompetensi SDM tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap yang mendukung peningkatan kinerja individu dalam organisasi 
(Carbery & Cross, 2024). 
Sistem Pengendalian Internal 
Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh seluruh organisasi 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memastikan adanya pengawasan 
yang berkelanjutan terhadap kegiatan organisasi (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008). 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 menjadi pedoman penting dalam pelaporan keuangan yang akuntabel dan 
transparan. SAP berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan 
kinerja pemerintahan (Darlen et al., 2022).  
Penggunaan Teknologi Informasi 
Teknologi informasi berperan dalam mendukung pengumpulan, pengolahan, dan 
pelaporan data keuangan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan 
pengambilan keputusan dalam organisasi (O'Brien & Marakas, 2014). 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk 

menggambarkan fenomena tertentu berdasarkan data yang dikumpulkan secara 
sistematis. Populasi dalam penelitian ini adalah 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Dari populasi tersebut, diambil 
sampel sebanyak 90 pegawai yang bekerja di pemerintah kota tersebut.   
Proses pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non-probability sampling, yang 
berarti setiap elemen dalam populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih 
sebagai sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, 
yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan 
penelitian.   

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode Structural Equation 
Modelling (SEM). SEM dipilih karena mampu menganalisis hubungan antara variabel laten 
serta menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel. Metode ini 
memberikan hasil yang komprehensif untuk menjelaskan hubungan kausal dalam model 
yang telah dirancang.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil 
Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 1 Klasifikasi Nilai Rata-Rata Jawaban Responden 
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a. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 
Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) 

 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa variabel kompetensi sumber daya 

manusia (X1) mendapat respons positif dari para responden. Hal ini menunjukkan bahwa 
kompetensi sumber daya manusia di Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah dianggap baik, 
dengan rata-rata nilai 4,40 pada seluruh indikator. 

 
b. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI)  

Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) 
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Berdasarkan tabel tersebut, variabel sistem pengendalian internal (X2) 
mendapatkan respons positif dari responden. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian 
internal di Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah berfungsi dengan baik, yang tercermin dari 
nilai rata-rata 4,27 pada semua indikator.  
 

c. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP)  

Tabel 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (X3) 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa variabel penerapan standar 
akuntansi pemerintahan (X3) mendapatkan respons positif dari responden. Hal ini 
menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan di Pemerintah Kota 
Tebing Tinggi sudah dilaksanakan dengan baik, yang terlihat dari nilai rata-rata 4,11 pada 
semua indikator. 
 

d. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penggunaan Teknologi Informasi  
Tabel 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penggunaan Teknologi Informasi (X4) 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan 

teknologi informasi (X4) mendapatkan respons positif dari responden. Hal ini menandakan 
bahwa penggunaan teknologi informasi di Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah berjalan 
dengan baik, yang tercermin dari nilai rata-rata 4,23 pada semua indikator. 
 

e. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah  

Tabel 6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (Y) 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden memberikan 

tanggapan positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Ini 
mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi 
sudah dianggap memadai, yang terlihat dari rata-rata skor 4,19 pada seluruh indikator 
yang ada. 
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Uji Kualitas Data 
a. Uji Validitas 

Tabel 7 Hasil Uji Validitas 

 
Berdasarkan tabel di atas, nilai r hitung (Pearson Correlation) untuk setiap item 

dalam penelitian ini berkisar antara 0,347 hingga 0,751. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh 
nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, yang berarti instrumen penelitian ini dapat 
dianggap valid. 
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b. Uji Reliabilitas 

Tabel 8 Hasil Uji Reliabilitas 

 
Berdasarkan tabel di atas, variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) 

menunjukkan nilai Cronbach's alpha terendah, yaitu 0,848, sedangkan variabel 
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) memiliki nilai tertinggi, yaitu 0,927. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki instrumen 
yang reliabel, karena nilai Cronbach's alpha setiap variabel lebih besar dari 0,60. 

 
 
Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 

Tabel 9 Hasil Uji Normalitas 

 
Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

 
b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 10 Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis uji multikolinearitas dalam penelitian ini 

menunjukkan hal-hal berikut: 
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1. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) memiliki nilai tolerance sebesar 0,432 
yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 2,314 yang lebih kecil dari 10, sehingga 
dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

2. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) memiliki nilai tolerance sebesar 0,392 yang 
lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 2,549 yang lebih kecil dari 10, yang 
menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas. 

3. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) memiliki nilai tolerance 
sebesar 0,301 yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 3,325 yang lebih kecil dari 
10, sehingga tidak ada masalah multikolinearitas. 

4. Variabel Penggunaan Teknologi Informasi (X4) memiliki nilai tolerance sebesar 0,237 
yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 4,217 yang lebih kecil dari 10, yang berarti 
tidak ada masalah multikolinearitas. 

 
c. Uj Heteroskedastisitas 

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

                                                  
Berdasarkan grafik scatterplot di atas, tampak bahwa titik-titik data tersebar secara 

acak tanpa pola yang teratur. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak 
mengandung masalah heteroskedastisitas. 

 
Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 
Berdasarkan output SPSS, persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 
Y =  13.119 +  0.295 +  0.036 +  0.203 +  0.548 

Penjelasan dari persamaan regresi tersebut adalah: 
1. Nilai konstanta (intercept) sebesar 13.119 menunjukkan nilai dasar Y ketika semua 

variabel independen bernilai nol. 
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2. Variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) memiliki koefisien 0.295, yang berarti 
setiap peningkatan satu unit pada X1 akan meningkatkan nilai Y sebesar 0.295. 

3. Variabel sistem pengendalian internal (X2) memiliki koefisien 0.036, yang menunjukkan 
bahwa setiap kenaikan satu unit pada X2 akan menambah Y sebesar 0.036. 

4. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X3) memiliki koefisien 0.203, yang 
berarti setiap kenaikan satu unit pada X3 akan meningkatkan Y sebesar 0.203. 

5. Variabel penggunaan teknologi informasi (X4) memiliki koefisien 0.548, yang 
menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada X4 akan meningkatkan Y 
sebesar 0.548.  

 
Uji Hipotesis 
a. Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 12 Hasil Uji t 

 
 
Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) menunjukkan thitung sebesar 2.302, 
yang lebih besar dari ttabel 1.98896, dan nilai signifikansi 0.024 yang lebih kecil dari 0.05, 
sehingga H1 diterima. 

2. Variabel sistem pengendalian internal (X2) menunjukkan thitung sebesar 0.290, yang 
lebih kecil dari ttabel 1.98896, dan nilai signifikansi 0.772 yang lebih besar dari 0.05, 
sehingga H2 ditolak. 

3. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X3) menunjukkan thitung sebesar 
1.203, yang lebih kecil dari ttabel 1.98896, dan nilai signifikansi 0.232 yang lebih besar 
dari 0.05, sehingga H3 ditolak. 

4. Variabel penggunaan teknologi informasi (X4) menunjukkan thitung sebesar 3.244, yang 
lebih besar dari ttabel 1.98896, dan nilai signifikansi 0.002 yang lebih kecil dari 0.05, 
sehingga H4 diterima. 

 
b. Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 13 Hasil Uji F 
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Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan, diperoleh Fhitung sebesar 34.462 yang 
lebih besar dari Ftabel 2.71 dan nilai signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0.05, sehingga 
hipotesis kelima (H5) diterima.. 
 
Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi 

Tabel 14 Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi 

 
Tabel di atas menunjukkan nilai R Square (R²) sebesar 0,619, yang berarti faktor-faktor 

seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, penerapan 
standar akuntansi pemerintahan, dan penggunaan teknologi informasi berkontribusi 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintah Kota Tebing Tinggi 
sebesar 61,9%. Sementara itu, 38,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 
termasuk dalam penelitian ini, seperti faktor politik, etika, budaya organisasi, pengawasan 
keuangan daerah, dan variabel lainnya. 
 
Pembahasan  
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Berdasarkan teori atribusi Heider (1958), hasil penelitian ini mendukung hipotesis 
pertama (H1) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (thitung 2.302 > ttabel 
1.98896, signifikansi 0.024 < 0.05). Temuan ini sejalan dengan penelitian Harahap & Erlina 
(2024) dan Darlen et al. (2022), meskipun bertentangan dengan studi Safitri & Zulkarnain 
(2021), Isnaen & Albastiah (2021), serta Manimpurung et al. (2018), yang tidak menemukan 
hubungan signifikan antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan. 

 
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah 

Berdasarkan teori atribusi Heider (1958), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
sistem pengendalian internal (SPI) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan (thitung 0.290 < ttabel 1.98896, signifikansi 0.772 > 0.05). Temuan ini 
menolak hipotesis kedua (H2), yang berbeda dengan penelitian Harahap & Erlina (2024) 
dan Darlen et al. (2022), yang menunjukkan bahwa SPI berpengaruh signifikan. Hasil ini lebih 
konsisten dengan temuan Mahartini et al. (2021) dan Isnaen & Albastiah (2021), yang juga 
tidak menemukan pengaruh signifikan, yang menunjukkan bahwa efektivitas SPI sangat 
tergantung pada konteks organisasi. 

 
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 

Mengacu pada teori atribusi Heider (1958), penelitian ini menolak hipotesis ketiga 
(H3), yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi 
(thitung 1.203 < ttabel 1.98896, signifikansi 0.232 > 0.05). Temuan ini sejalan dengan 
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penelitian Safitri & Zulkarnain (2021) dan Isnaen & Albastiah (2021), tetapi berbeda dengan 
hasil dari Darwin et al. (2024) dan Harahap & Erlina (2024), yang menemukan adanya 
pengaruh positif SAP. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas SAP sangat 
bergantung pada konteks dan kompetensi daerah yang menerapkannya. 
 
Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Berdasarkan teori atribusi Heider (1958), hasil penelitian ini mendukung hipotesis 
keempat (H4), yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi 
(thitung 3.244 > ttabel 1.98896, signifikansi 0.002 < 0.05). Temuan ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Pardede et al. (2024) dan Zakaria et al. (2024), yang juga 
menunjukkan adanya pengaruh positif penggunaan teknologi informasi, meskipun 
penerapannya memerlukan dukungan kompetensi SDM dan penguatan sistem 
pengendalian internal. 

 
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Mengacu pada teori atribusi Heider (1958), penelitian ini mendukung hipotesis 
kelima (H5), yang menyatakan bahwa interaksi antara faktor internal dan eksternal secara 
simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota 
Tebing Tinggi (Fhitung 34.462 > Ftabel 2.71, signifikansi 0.000 < 0.05). Temuan ini sejalan 
dengan penelitian Darlen et al. (2022) dan Admaja & Wahyundaru (2020), yang 
menekankan pentingnya sinergi antara faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan 
laporan keuangan yang berkualitas. 

KESIMPULAN 
Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan utama terkait faktor-faktor yang 

memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintah Kota Tebing 
Tinggi:   

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan oleh 
nilai thitung 2.302 > ttabel 1.98896, dengan nilai signifikansi 0.024 < 0.051.   

2. Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari nilai thitung 0.290 < ttabel 
1.98896, serta nilai signifikansi 0.772 > 0.051.   

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan oleh 
nilai thitung 1.203 < ttabel 1.98896, dengan nilai signifikansi 0.232 > 0.051.   

4. Penggunaan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung 
3.244 > ttabel 1.98896, dengan pengaruh signifikan.   

5. Secara simultan, variabel kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, 
penerapan SAP, dan penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.   
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